
 

Men1mbang 

PEMERINTAH PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN DAERAH PROVINS! BENGKULU 
NOMOR: 10 TAHUN 2012 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROVINS! BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BENGKULU 

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagairnana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 
'2004 tentang Pemerintahan Oaerah, Kepala Daerah mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dacrah (APBD} kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD} untuk 
memperoleh persetuJuan bersama; 

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan 
1.3,.';:ir,,a Daerah (/\PBD) yang drajukan seoaga,n1ana dimaksud dalam 
huruf a, morupakan perwuJudan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2013 yang dijabarkan kedalam Kehijakan Umum APBD serta 
Pnoritas dan Plafond Anggaran SementarJ 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
I! .111 huru( b, per u ,n~.,~ i:' .!, Fl r ... ,.J,1 QC .::'..:r.:u '"l~~nt, trrt:ing 
A11119< ,.:, Pcna_ipJ!:m c!:.m !k,JnJa Due e.1 Provirs1 '3or1gku1u Tahun 

Anyyaran 2013. 

Me'lg1ngal . 1. Undang-urdang Nomcr 9 T~rur 1967 tt.::itaog P.-rit:-cr ,lk<;-i Prov1r _. 
" r 11<111·• "~Mh1•stl"' N""'1a'" Tahu!' 1967 Nemer 19 Tambahan 

~ ,,b·u~" "l,~•••;1 Nomor -!8'28} 

2. Undc:111g-ll11dang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan Ncg.im 

~ crrban:1 NE.ga•a t<ep1.::;;1:: inc ,r c,•,,u -iumu, • L 

• .tf • - .h ,.,. --- : ·•ttJIIU' !I 

..... , 



 

5. Undang-Undang Namer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur. 2004 Namer 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali t~rakhir dengan Undang-Undang 
Namer 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Namer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Neqc!!,a Republik Indonesia Tahun 2008 Namer 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844); 

6. Undang-Undang Namer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namer 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 4438); 

7. Undang-Undang Namer 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah 'dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia rahun 2009 Namer 123,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

8. Undang-Undang Namer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 ahun 2009 
Namer 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior 

5049); 

9. Undang-Undang Namer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Namer 82, Tarnbahan Lembaran Nega1a Rcpublik 

Indonesia Namer 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan l<epala Oaerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Namer 24 Tahun 2004 tcntang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

R'lK)l,it D,mr..ih (lernuor.in Negarn nepublik indonus1a rahun 2004 

Nomor 90, Tambah:in Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416), seb,igairnana telah diubah be.berapa ka!i terakhir dengan 

Pera!urnn Pornerinlah Nomor 21 T.ihun 2007 terolanu PerutJahan Ket,ya 
Alas Peraturan Par;,em,tah Nonior 24 l .ihun 2004 ten tang Kedudukan 
f'rotok1;:ar d.::n Ke:u::inga,i Pirnpiran dan Anggo•1 ()cwnn Perwakihn 
Rakyat C'1~cah (lcmt:;aran N,3gorc1 Rcpublik lqdones1a rohun ?.001 
Nnmor 47, farnb .. ihan Lembaran Negara l~epublik Indonesia No,nor 
4712); 

"2 Pv.:itur..10 re·'.'1c:irtal' No~,o. 55 Ta!"1tm 2005 tcntang D.ina 
Pe•irnt:iampn (lernhimm Nogara Ropublik Indonesia Tahun 200!> Nomor 

.. 'F "'"•ll"bh,1n Lurbaran Nt>gara Republik lndonus,a Nomor 4575); 

13 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaar. 

Kcu.:r.1:1.::::. :J:::..,..i!", (!..c;,1L..ir.i,. t--.c.il• ., Rc.;:,t..>ii·c lr,du.Jt:.: ,;;t .. ~ "' , 

\-:,.r'lor 140, fo:r .Ju•,:.:::, ; e--nbanr N, :::•, '-'•·i:,ubli!; ,c )re. 3 '-Jr Tc-· 

4571,· 



 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5104); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubemur 
Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, T.ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Car,;1 Pelaksana,;1n 
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Scbagai 
Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesiaNomor 5209); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5165); 

20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah :.ebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahar, Kedua Atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

21. P1::raturan lvlenteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali ternkhir dengun Peraturan Menteri Dalarn Ncgeri Nornor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Manieri Dalam 

Ncgen Nomor 13 fahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Oaerah (Berita Nega~a Republik Indonesia Ta.nun 2011 Nomor 310). 



 

Menetapka1 

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluas1 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan BelanJa Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dal1:1m 
Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan RancanQan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan clan B~lanja Daerah• (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 525); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Sersumber Dari Anggaran 
Pendapatan Dan Selanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Perc1turan Menteri Dalam Nege;i Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Santuan Sosial Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan Dan Selanja Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540): 

24. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 37 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
508); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor ·3 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Keuangan dan Protokoler Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Bengkulu (lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Seri D" 
Tahun 2004); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007 tentang 
----Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Sengkulu Nomor 6 Tahun 2007); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! BENGKULU 

Dan 

GUBERNUR BENGKULU 

MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 
ANGGARAN 2013 
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Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 berjumlah 
Rp. 1.768.329.282.448,00 dengan rincian sebagai berikut • 

Pendapatan Daerah .... ..... .... ......... Rp. 1.683.861.773.760,00 
2 Belanja Daerah ..... 

Surflus/(Defisit) .................................... . 
3. Pembiayaan Daerah : 

a. Penerimaan . ...... .................. ........... . 

b. Pengeluaran ......... .. ......... ... ... . ... .. 
Pembiayaan neto ........... . ... . ........ . 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan . . .. 

Pasal2 

Rp. 1.768.329.282.448,00 

(Rp. 84.467.508.688,00) 

Rp. 84.467.508.688,00 

Rp. 0,00 
Rp. 84.467.508.688,00 

Rp. 0,00 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari · 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah....... ... Rp. 504.814.605.407,00 
b. Dana Perimbangan sejumlah.................. Rp. 971.418.247.894,00 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ... Rp. 207.628.920.459,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah ...... . . 

b. Retribusi Daerah ...... . 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan 

Rp. 394.221.036.220,00 

Rp. 9.529.666.677,00 

Rp. 7.601.760.000,00 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 93.462.142.510,00 
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pendapatan : 

a. Dana bag1 hasil.. ........ . . 

b. Dana Alokasi Umum .. 

c. Dana Alokasi Khusus ... 

Rp. 65.183 089 894,00 

Rp.854.647.828.000,00 

Rp. 51 587.330 000,00 
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c terdiri dari jenis pendapatan • 

a. Hibah .............................. ....... .............. . 

b. Dana Darurat. •. 

Rp. 4.325.560.459,00 

Rp. 0,00 
c. Dana Bagi Hasil Pajak .............. .............. Rp. 0,00 
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 203.303.360.000,00 
e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau 

dari pemerintah daerah lainnya . .. ... . . . . .. . . Rp. 0,00 

Pasal 3 

( 1) Belanja Dae rah sebagaimana dimaksud dalam Pas al 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tldak Langsung ... .......... .... .... .. . Rp.829.288.403.077,00 
b. Belanja Langsung Rp.939.040.879.371,00 

(2) sea:-...,; .. Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis belanja · 

a Belanja Pegawai Sejumlah. 

b. BetanJa B..ir;ga 

Rp. 453.370.990.018.00 

Rp. :.:0 



 

~ Se!a;;a $..mcj 

d Betafli3 H,bah 

e Belanja Bantuan Sosial.. ................... . 

f. Belanja Bagi Hasil .. .. .. 

g. Belanja Bantu'an Keuangan .................. . 

f. Belanja Tidak Terduga ...................... . 

Rp 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp 

0.00 

213.803 360.000,00 

0,00 

143.338.489.198,00 

7 727.648.000,00 

11.047.915.861,00 

Belanja Langsung sebaga1mana d1maksud pad a ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah.. . .......... ..... Rp. 89.790.454.375,00 

b. Belanja Barang dan Jasa...................... Rp. 549.109.506.656,00 

c. Belanja Modal..... .. .. .. . ...... ..... Rp. 300.140.918.340,00 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari · 

a. Penerimaan sejumlah ................... . 

b Pengeluaran sejumlah ..... . 

Rp. 84.467.508.688,00 

Rp. 0,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

Pembiayaan : 

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlahRp.84 467 508 688,00 

b. Pencairan dana'cadangan sejumlah Rp. 0,00 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang 

dipisahkan sejumlah . . . .. . . .. . . . . . . . .... Rp. 0,00 

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 

sejumlah ......................... 
Rp 0,00 

Penerimaan piutang daerah sejumlah . .. Rp. 0,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

Pembiayaan : 

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

b. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemda sejum\ah Rp. 

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah ... Rp. 

Pasaf 5 

Uraian Lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I 

2. Lampiran II 

3 Lampiran Ill 

Ringkasan APBD; 

Ringkasan APBD menurut Urusan Pernenntah Daerah dan 

Organisasi SKPD; 

Rinc1an APBD menurut Urc:sa:-- Pe.,,erp•ar Dae·a~ 

Organ1sas1 SKPD, Pendapa!a--: Se a., 3 d:;" De~::. 2.aa-

4 LaMoiran IV Rekapr.ulas; Be\anJa 'T'e'1urut Un .. san Pen-e• -:a"' :::::ae.;_­

Orga'l:sas: SKPD Drog•aT da:-- i<eg a:a-



 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

7. Lampiran VII 

a. Lampiran VIII 

9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 

11. Lampiran XI 

12. Lampiran XII 

13. Lampiran XIII 

. . rah untuk Keselarasan dan 
RekapitulasI BelanJa Dae_ t h Daerah dan Fungsi dalam 
Keterpaduan Urusan Pemenn a . 
kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, . 

. Per Golongan dan Per Jabatan, Daftar Jumlah Pegawa1 

Daftar Piutang Daerah; 
Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; 
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asel Tetap 

D~rah 1· r . b han dan pengurangan aset a1nny ' Daftar PerkIraan penarn a 
h anggaran sebelumnya yang Daftar kegiatan-kegiatan ta un kan kembali dalam tahun belum diselesaikan dan d1anggar 

anggaran ini; 

Daftar dana cadangan daerah dan 
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran 
yang belum tersedia anggaranya, yang selanjutnya diusulkan dalam 
rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi 
anggaran; 

(2) Keadaan darurat sebaga1mana dimaksud pad a ayat (1) sekurang-kurangnya 
memenuhi kriteria sebagai berikut : 

~- Bukan rnerupakan kegiatan normal dari aktivitas pernermtah daerah dan 
tidak dapal diprediksikan sebelumnya; 

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang. 

c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
d. Memilki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; 
(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat rnenggunakan belanJa tidak terduga. 
(4) Dalarn hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: 

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja 
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/alau 

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia. 

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk 
keperiuan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
Tentang APBD; 

(6) Kriteria belanja untuk keperluan merdesak sebagaiman dimaksud pada ayat 
(5) mencakup : 

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 

b. Keperiuan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian 
yang lebih besar bagi pemerinlah daerah dan masyarakat; 



 

(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lalnya dalam 

tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 

diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. 

~\(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
, V 
(6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. 

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan APBD, 

pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 

anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi 

~ anggaran. 

\. (1 O)pasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

'--- / (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar v 
pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan 

Sekretaris Daerah. 

( 
(11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat V 

, ./{ebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan 

dengan peraturan kepala daerah. 

Pasal 7 

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 
APBD. 

Pasal8 

Dalam pelaksanaan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

Pasal9 

?e:a:ura~ Daerah ,nj mw!a· berlak'~ ;;ada tanggal diundangkan. 

Agar setiap o:ang mengetanw,nya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ,rn dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provins/ Bengkulu. 

Dlundangkan di Bengkulu 
pada tanggal 17 Desember 2012 

SEKRETARIS DAERAH 

Ditetapkan di Bengkulu 
pad a tanggal 17 Oesember 2012 

GUBERNUR,ENGKULU 

---.Jl ... e. 
H. JUNAIDI HAMSYAH 



 


